PUTUSAN 


Nomor:3775 K/Pdt/1998 


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 


MAHKAMAH AGUNG 


memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah 


mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara: 





M.NAZARI BIN M.HASAN, bertempat tinggal di 





Bireuen Meunasah Blang, Kecamatan, Jeumpa 
Kabupaten Aceh Utara, 

Pemohon kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 
L 


me lawan 





DARWIS BIN AGUS, beralamat di Bireuen Meuna- 





il sah Blang, Kecamatan Jeumpa,Kabupaten Aceh 


/ Utara, 


Termohon kasasi, dahulu Terbanding/ Penggu- 
gatj 
Dan 


SYAIFUL BAHRI, bertempat tinggal di Bireuen 





Meunasah Blang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten 
Aceh Utara, 
Turut Termohon kasasi, dahulu Turut Terban 


ding/Tergugat II: 


Mahkamah Agung tersebut: 
Membaca surat-surat yang bersangkutan: 


Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ter 


nyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat 


asli telah menggugat sekarang Pemohon kasasi dan Turut 


Termohon kasasi sebagai para Tergugat asli dimuka persi- 


dangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas 
dalil-dalil: 

bahwa penggugat asli adalah penyewa atas sebuah 
rumah kopel hak milik tergugat asli I yang terletak di 
Desa Bireuen Meunasah Blang Kecamatan Jeumpa Kabupaten 
Aceh Utara, yang batas-batasnya seperti tersebut dalam 
Surat gutatan: 

bahwa sewa menyewa tersebut telah berlangsung 
sejak Oktober 1993 hingga Oktober 1996 atau tepatnya 
tanggal 10 Oktober 1996: 

bahwa tanpa ditawar atau diberitahukan kepada 
penggugat asli objek perkara telah dijual oleh Lergugat 
asli I kepada tergugat asli LI dengan harga 
Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) hal ini sangat 
“bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Daerah 
Te Kolewa Aceh yang dikenal dengan "Hak Langgeh" yaitu 
suatia hak yang memberikan prioritas kepada seseorang 
Asik membeli tanah Cg. Objek sengketa . hal ini sesuai 
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI No.298 K/Sip/1973 
tanggal 31 Maret 1977: 

bahwa berhubung objek perkara oleh tergugat asli 
I telah dijual kepada tergugat asli II tanpa terlebih 
dahulu ditawar/diberitahukan kepada penggugat asli, maka 
atas persoalan ini penggugat asli ajukan kepada Kepala 
Desa Bireuen Mns Blang untuk diselesaikan secara keke- 
luargaan: 

bahwa tiba-tiba dengan surat pernyataan tanggal 6 
Oktober 1996 (masih dalam status penggugat asli sebagai 
penyewa objek perkara) tergugat asli I menyatakan objek 
perkara tidak jadi dijual, baik kepada tergugat asli II 


maupun kepada penggugat asli, karena objek perkara itu 


akan tergugat asli I Jual kepada umum dengan harga 
pasaran atas tanah dan rumah dimaksud: 

bahwa pernyataan tergugat asli I dalam surat 
pernyataannya tidak dapat dibenarkan, karena penggugat 
asli adalah penyewa atas objek perkara, yang secara 
hukum adat Daerah Istimewa Aceh dikenal dengan istilah 
"Hak Langgeh" maka oleh karena itu penggugat asli adalah 
Orang pertama yang harus didahului dari orang lain untuk 
membeli objek perkara dan untuk itu penggugat asli telah 
Siap membelinya dengan harga sebagaimana yang telah 
ditawar kepada tergugat asli II, yakni Rp.8.000.000.- 
(delapan juta rupiah): 


bahwa harga pasaran atas tanah disekitar objek 


perkara paling tinggi adalah Rp.85.000.- (delapan puluh 
lima ribu rupiah) per meter. Sementara luas tanah 
adalah 14 x 4 m2- 56m Xx Rp.85.000.- - Rp.4.760.000.- 


terfiht juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Sedang - 
kadal harga rumah taksiran paling tinggi adalah 
'Rp:2.500.000. - (dua juta lima ratus ribu rupiah) se- 
ngga jumlah keseluruhan dari objek perkara adalah 
RP.7.260.000.- (tujuh juta dua ratus enam puluh ribu 
rupiah) : 

bahwa oleh karena itu bila tergugat asli I 
mengatakan akan menjual objek perkara dengan harga 
Rp.15.000.000.- (lima belas Juta rupiah) adalah sangat 
tidak masuk akal (mengada-ada) dengan tujuan agar peng- 
gugat tidak sanggup atau tidak mau membeli objek perkara 
tersebut: Hal ini sangat melanggar hak penggugat dari 
segi pembeli yang harus didahului/diprioritaskan atas 


dasar hak langgeh yang berlaku kuat/ketat (strictlaw) di 


daerah Istimewa Aceh: 





bahwa tergugat asli I telah memerintahkan penggu- 
gat asli agar mengosongkan dan keluar dari objek perkara 
Segera dan seketika pada tanggal 11 Oktober 1996, semen- 
tara penggugat asli beserta isteri dan anak-anaknya yang 
masih kecil sangat membutuhkan objek perkara sebagai 
tempat tinggal dan mendapatkan prioritas untuk memiliki 
objek perkara dengan cara jual beli (antara penggugat 
dengan tergugat I) namun hal ini tidak terjadi, karena 
kebulusan tergugat asli I: 

bahwa berdasarkan hal-hal Tersebut dtatas penggu- 
gat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bireuen memberikan 
putusan sebagai berikut: 
Dalam Propisi: 
- Menyatakan objek perkara tetap dalam penguasaan/ 


ditempati oleh penggugat sampai adanya putusan yang 


—. 'utetap dalam perkara ana 


Dalam Konpensi: 
TT 3 





1 Da Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, 


| 2. Menyatakan penggugat adalah pembeli yang harus dida- 


"4 hilui atas objek perkara: 

“3 Menyatakan njual beli objek bea antara tergugat I 

dengan tergugat II batal demi hukum: 

1. Menghukum. tergugat TI untuk menjual objek perkara 
kepada penggugat sesuai dengan harga pasaran setempat 


atau Rp8: 0002000: (delapan juta ruplah): 


5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek 


perkara yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri 
Bireuen: 

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar 
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara 


tanggung renteng:j 


Dalam Propisi dan Konpensi : 


- Mohon putusan seadil-adilnya: 
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri 

Bireuen telah mengambil putusan, yaitu putusannya tang- 

gal 26 Desember 1996 No.56/Pdt.6G/1996/PN.Bir yang amar 

nya berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Provisi: 

- Menolak provisi penggugat: 

Dalam Konpensi: 

1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan tidak hadirnya 
para tergugat (Verstek): 

2. Menyatakan penggugat adalah pembeli yang harus dida- 
hulukan atas objek perkara j 

3. Menyatakan jual beli objek perkara antara tergugat 
1 .M.Nazari bin M.Hasan dengan tergugat II Saiful 

11 PeBahri batal demi hukum: 

4 NAnghukum tergugat I M.Nazari bin M.Hasan untuk men- 
jual objek perkara kepada penggugat sesuai dengan 

harga pasaran setempat: 

5. Membebankan kepada para tergugat secara tanggung 
renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai saat 
ini sebesar Rp.75.000. - (tujuh puluh lima ribu ru- 
plah) : 

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan 

Tergugat I/Pembanding telah dinyatakan tidak dapat 

diterima oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putu- 

Sannya tanggal 9 Oktober 1997 No.126/Pdt/1997/PT.Bna, 

yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

- Menyatakan permohonan banding tergugat I/pembanding 


tidak dapat diterima: 


- Menghukum tergugat I/pembanding untuk membayar biaya 


perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam 

tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.50.000.- 

(lima puluh ribu rupiah): 

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 

kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 November 1397 
kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan 
permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 6 Desem- 
ber 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan 
kasasi No.35/Pdt.K/1997/PN.Bir, yang dibuat oleh Wakil 
Panitera Pengadilan Negeri Bireuen permohonan mana 
kemudian disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan- 
alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri 
tersebut pada tanggal 6 Desember 1 AS Ke MN 


bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang 


. pada tanggal 8 Desember 1997 telah diberitahu tentang 






e Ori kasasi dari Tergugat I/Pembanding diajukan jawa- 


memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadi- 


4 Ian Negeri Bireuen pada tanggal 20 Desember 1997: 





Menimbang, bahwa permohonan kasasi aguo beserta 
ANasaken Adanya telah diberitahukan kepada pihak lawan 
dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 
Cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh 
karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat 
diterima: 

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang 
diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya 
tersebut pada pokoknya: 

1. Bahwa judex facti keliru dan salah menerapkan hukum, 
karena dalam pertimbangan menyatakan perlawanan 
terhadap putusan Pengadilan Negeri tanpa hadirnya 
tergugat seharusnya diajukan dengan permohonan 


perlawanan..... 


We apn 


Ia, 


Ga 2, 


perlawanan (Verzet) kepada Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan, seharusnya Pengadilan Tinggi Aceh 
menganggap pernyataan banding oleh Lergugat I itu 
sebagai perlawanan (verzet), karena Pengadilan Negeri 
Bireuen tidak memberi penyuluhan kepada tergugat I 
dan diterima saja keberatan itu sebagai permohonan 
ban ding: 

Bahwa tergugat I/pemohon kasasi tidak berdomisili 
lagi di Meunasah Blang Bireuen tetapi di Medan, 
seharusnya pemanggilan terhadap tergugat TI tidak 
cukup hanya melalui Kepala Desa setempat tetapi harus 
disampaikan kepada Bupati Aceh Utara yang akan memak- 
lumkannya dengan menempelkannya pada pintu utama 
Kantor Pengadilan Negeri Bireuen dan hal ini merupa- 
kan kelalaian memenuhi Syarat yang diwajibkan oleh 


Peraturan dan Per undang-undangan (pasal 390 ayat 3 


WAHIR) 


3» Bahwa hak langgeh tidak berlaku dan tidak dapat 


diperlakukan dl Desa Bireuen Meunasah Blang karena 


desa ini adalah Kota Bireuen yang marak dengan perda- 
gangan dan didiami oleh berbagai suku bangsa: Bahwa 
selain itu hak langgeh untuk Desa Tradisional Aceh, 
hanya masih berlaku untuk kalangan keluarga dan tidak 
kepada orang lain, karena itu gugatan penggugat 
dengan dalil hak langgeh untuk kota Bireuen Desa 
Meunasah Blang adalah tidak beralasan: 

Bahwa jual beli antara tergugat I dan II tidak ada 
terjadi, seperti diutarakan tergugat I dalam memori 
banding akan tetapi Pengadilan Negeri Bireuen berke- 


simpulan jual beli telah terjadi didasarkan pada 


alat-alat bukti yang tidak mempunyai nilai bukti 
menurut hukum acara perdata: 

Menimbang: 
mengenai keberatan-keberatan ad.1 dan ad.2: 

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat 
dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerap 
kan hukum: 
mengenai keberatan ad.3: 

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, 
oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam 
perkara ini: 
mengenai keberatan ad.4: 

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, 
karena keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai 
penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan 
tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertim- 
bangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena 
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan 
“eioek dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan 
hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang- 
Undang No.14 tahun 1985: 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertim- 
bangkan diatas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan 
Judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum 
dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang 
diajukan oleh pemohon kasasi M.Nazari bin M.Hasan terse- 
but harus ditolak: 

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon kasasi 
adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara aguo, maka ia 
harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat 
kasasi ini, 


Memperhatikan..... 


Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang 
No.14 tahun 1970, dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 
yang bersangkutan : 
MENGADILI 
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi 


:M.NAZARI BIN M.HASAN tersebut: 





Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya 
perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar 
Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) : 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawara- 
tan Mahkamah Agung pada hari:Rabu, tanggal 1 Mei 2002: 
dengan Soeharso,SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh ketua 
Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang,M.Said Harahap,SH. 

dan H.Soekirno,SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan 
| ANN sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, TANGGAL 
29 Mat 2002 oleh Ketua sidang tersebut, dengan dihadiri 
oleh M.Said Harahap,SH. dan H.Soekirno,SH. Hakim-Hakim 
EA gota dan F.Willem Saija, SH. sebagai Panitera Peng- 


ganti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, - 


Hakim-Hakim Anggota: Ketua : 
ttd/M.Said Harahap,SH. Erd, 
ttd/H.Soekirno,SH. Soeharso,SH. 


Panitera Pengganti: 
ttd/F.Willem Saija,SH. 


Biaya-biaya: 


1. Meterai 


BOB na Degan ana Rp. 6.000.- 
3. ROedak ad Li oearacaan an Rp. 1.000.- 
3. Administrasi kasasi......... Rp. 43.000.- 

IENLO ea 00an UNO san Lena ma Rp. 50.000.- 





ANDAR- PURBATSE. 


NIP.040015551 


